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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa: 

1.  Rasio-rasio yang digunakan dalam benchmarking masih dapat 

dikatakan relevan untuk digunakan sebagai alat bantu dalam 

melakukan penilaian terkait kewajaran kinerja keuangan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Meskipun memiliki selisih 

antara rasio benchmarking wajib pajak dan rasio benchmarking 

Dirjen Pajak, namun tidak mengakibatkan terjadinya indikasi 

ketidakrelavan dalam peraturan Dirjen Pajak yang dimuat dalam 

SE-96/PJ/2009. Rasio-rasio yang memiliki selisih yang tidak 

relevan terkait benchmarking Dirjen Pajak adalah rasio HPP, biaya 

usaha lain, koreksi fiskal, penghasilan dan biaya luar usaha, 

sedangkan untuk rasio gaji, sewa, bunga, dan input lain masih 

relevan pada untuk setiap KLU dan setiap tahunnya. Untuk rasio 

yang tidak relevan tersebut hanya terlihat pada beberapa KLU saja 

sehingga rasio total benchmarking Dirjen Pajak masih dapat 

dikatakan relevan. Selisih rasio yang terjadi tidak dapat menjadi 

suatu standar dalam menentukan kewajaran kinerja keuangan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan karena masih dapat dilakukan 

pemeriksaan yang lebih lanjut. 

2. Total benchmarking yang dikeluarkan oleh pemerintah masih 

belum dikatakan relevan dengan prinsip pemungutan pajak karena 

belum memenuhi beberapa prinsip pemungutan pajak yaitu 

keadilan, dan efisiensi dalam sistem pemungutan yang sederhana. 
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Hal ini disebabkan karena dalam mengimplementasikan rasio 

tersebut masih memiliki kelemahan karena dalam menilai tingkat 

kewajaran kinerja keuangan tidaklah mudah. Hal ini didukung 

karena adanya setiap wajib pajak/perusahaan yang memiliki 

karakteristiknya masing-masing walaupun bekerja pada industri 

yang sama dan tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan benar sesuai peraturan yang berlaku, 

misalnya adanya perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk 

menghemat dan mengurangi beban pajak perusahaan sehingga 

dapat berdampak pada penerimaan Negara. Untuk prinsip sistem 

pemungutan pajak yang lebih sederrhana tidak memenuhi 

dikarenakan tidak efektif dalam pemanfaatannya dan untuk rasio 

yang masih dibawah standar masih perlu melewati proses 

penyelidikan lebih lanjut. Sejak diterbitkannya peraturan ini 

pertama kali oleh Dirjen Pajak, belum ada dilakukannya 

pembaharuan terkait rasio kebijakan ini dalam jangka waktu yang 

panjang sehingga menimbulkan keraguan akan relevansinya 

kebijakan tersebut sampai saat ini sementara itu kondisi ekonomi 

setiap indutri pasti memiliki perubahan setiap tahunnya. 

 

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada sektor aneka industri. 

2. Tidak adanya klasifikasi rasio yang lebih detail antara perusahaan swasta 

maupun pemerintah. 

3. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengklasifikasian di 

SPT sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan. 
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4. Informasi keuangan mengenai KLU industri pengolahan yang kurang 

lengkap. 

 

5.3. Saran 

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah 

 Diperlukan evaluasi secara rutin mengenai peraturan Dirjen 

Pajak SE-96/PJ/2009 agar rasio yang dijadikan standar dalam 

perhitungan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya, namun 

dalam penerapannya diperlukan perhatian yang cuku tinggi 

karena tidak semua wajib pajak/perusahaan memiliki kondisi 

yang sama. 

2. Bagi Akademik 

 Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian 

benchmarking pada KLU yang lain agar dapat menambah 

informasi yang lebih beragam dari hasil penelitian dan dapat 

membantu dalam mengidentikasi terkait relevansinya rasio total 

benchmarking Dirjen Pajak dengan wajib pajak, 

 Diperlukan infomasi kinerja keuangan wajib pajak yang lebih 

lengkap dan akurat sehingga dapat memperkuat hasil yang 

diperoleh. 
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